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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis pengaruh pajak penerangan jalan, pajak bahan mineral 

bukan logam dan batuan dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah 

Kabupaten Lembata maka diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pemerintah Kabupaten Lembata diharapkan untuk mengoptimalkan pajak 

penerangan jalan, pajak bahan mineral bukan logam dan retribusi daerah 

untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Lembata.  

2. Hasil uji F menunjukkan bahwa  pajak penerangan jalan, pajak bahan 

mineral bukan logam dan batuan dan retribusi daerah sama-sama  

berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah.   

3. Hasil uji t menunjukkan bahwa secara parsial pajak penerangan jalan dan 

pajak bahan mineral bukan logam  tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan retribusi daerah berpengaruh 

secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lembata. 

4. Hasil uji dominan dengan menggunakan teknik korelasi pearson (Product 

Moment Pearson) menunjukan bahwa retribusi berpengaruh paling 

dominan terhadap pendapatan asli daerah. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut : 

1. Pemerintah daerah harus dapat mengelola pendapatan tentang penerimaan   

pajak penerangan jalan, pajak bahan mineral bukan logam dan batuan dan 
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retribusi daerah  yang dapat memberikan kontribusi yang lebih besar pada 

pendapatan asli daerah, memberikan sosialiasi sadar pajak dan sadar 

retribusi kepada wajib pajak dan wajib retribusi dengan menggambarkan 

alur dan proses pajak dan retribusi dengan cara yang mudah dipahami, 

sehingga masyarakat memiliki kesadaran dan mudah membayar 

kewajibannya. 

2. Pemerintah daerah wajib membuat jadwal pembayaran pajak dan 

melakukan pendataan ulang wajib pajak secara berkala, tidak hanya 

dilihat dari wajib pajak yang melapor pajak, tetapi juga langsung ke 

masyarakat atau wajib pajak baru, sehingga data yang dimiliki itu benar 

dan jelas. Begitupun dengan retribusi daerah  pemerintah sebaiknya 

melalukan pengawasan terhadap kegiatan pemungutan agar tidak terjadi 

kecurangan oleh pihak pemungut yang akan menurunkan penerimaan 

retribusi.  

3.  Bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang berminat untuk mendalami 

tentang pajak daerah dan retribusi daerah terlebih khusus   pajak 

penerangan jalan, pajak bahan mineral bukan logam dan batuan dan 

retribusi daerah  terhadap pendapatan asli daerah (PAD), dapat menambah 

subjek penelitian agar menjadi luas, dan objek penelitian atau variabel 

lain yang bisa ditambah yang tidak terbatas guna mengetahui dan dapat 

memandingkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
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